




A. KAJIAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana. 
Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa 
dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang 
yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum 
pidana itu sendiri terdapat asas pertnggungjawaban pidana dimana 
seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan.Ada dua 
syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada 
perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatanpidana (actus reus), dan 
sikap batin jahat / tercela (mens rea).
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Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya 
celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara 
subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 
perbuatannya itu.
2
 Pertanggungjawaban pidana adalah 
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. 
Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana 
yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah 
ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban 
pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun 
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oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 
“kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.
3
 
Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 
memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak 
akanpernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana 
dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). 
Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum 
pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan 




2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana 
Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada 
waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat 
dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan 
masyarakat padahal mampu  untuk mengetahui makna perbuatan 
tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan 
demikian.
5
 Dalam pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara 
psikologis yang menitik beratkan pada keadaan batin (psychis) yang 
tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut 
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3. Kemampuan Bertanggungjawab 
Paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya 
kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. 
Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan 
dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat 
menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang 
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
7
 
Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti 
pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat 
asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka 
pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. 
Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-
bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh 
dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang 
berada diluar pengertian kesalahan.Mampu bertanggungjawab adalah 
syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu 
sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu 
bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana 
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4. Ketidakmampuan Bertanggungjawab 
Ketidakmampuan bertanggungjawab diatur didalam Pasal 44 
KUHP, yang berbunyi :
9
 
Pasal 44 KUHP :  
“Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh 
karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna 
atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat 
dipertanggungjawabkan.” 
 
Menurut pasal 44 KUHP ini, maka syarat-syaratnya ialah :
10
 
a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si 
pembuat diganggu oleh penyakit. 
b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga 
perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
MvT menjelaskan bahwa seseorang tidak dpat 
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila :
11
 
a. Keadaan jiwa orang itu sedemikan rupa sehingga ia tidak dapat 
mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya. 
b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatann yang 
dilakukannya. 
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B. KAJIAN UMUM TINDAK PIDANA 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian Tindak Pidana dala Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
12
 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 
Undang-Undang yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja 
yang melanggar larangan tersebut.
13
 Menurut Moeljatno “strafbaar 
feit” adalah kelakuan (handelling) yang diancam dengan pidana, yang 
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
14
 Sementara itu, 
dalam pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuaan manusia yang 
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oleh undang-undang diancam pidana. Pompe juga berpendapat dan 
mengatakan bahwa “Tindak Pidana ialah perbuatan yang dalam suatu 
ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana”. Rumusan ini 
mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka 
yang diutamakna ialah perbuatan.
15
 
Simons dalam Roni Wijaya mendefinisikan tindak pidana 
sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana ole 
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) 
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons 
dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :
16
 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum. 
b. Bertentangan dengan hukum. 
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan. 
d. Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
2. Syarat-Syarat Tindak Pidana 
Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai 
tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :
17
 
a. Harus ada perbuatan manusia. 
b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum. 
c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan 
pidana. 
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d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si 
pembuat. 




a. Cara pertama, dengan melukiskan segala unsur-unsur tindak pidana 
itu kemudian menyebutkan pula nama (kualifikasi) tindak pidana 
tersebut. 
b. Cara kedua hanya merumuskan unsur-unsurnya saja. 
c. Cara ketiga hanya menyebutkan kualifikasinya saja. 
Sementara itu,menurut sifatnya unsur-unsur tindak pidana itu 
dibagi atas unsur-unsur Obyektif dan unsur-unsur Subyektif. Unsur-




a. Perbuatan manusia. 
b. Suatu akibat perbuatan. 
c. Keadaan (omstandigheiden), seperti merusak kesusilaan pasal 281. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Sementara itu, menurut sifatnya unsur-unsur tindak pidana itu 
dibagi atas unsur-unsur Objektif dan unsur-unsur Subjektif. Unsur-
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a. Perbuatan manusia 
b. Suatu akibat perbuatan 
c. Keadaan (omstandigheiden),  
Sementara itu, unsur-unsur Subjektif artinya unsur-unsur yang 
melekat pada pelaku (subjek) tindak pidana, terdiri dari :
21
 
a. Salah, baik dengan sengaja (opzet) atau kelalaian (culva) 
b. Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya (toerekeningvatbaarheid),  
 
4. Pembagian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak 
pidana itu. KUHP mengadakan pembagian kedalam 2 (dua) jenis 
tindak pidana, yaitu sebgai berikut : 
a. Kejahatan (misdrijven), dan 
b. Pelanggaran (overtredingen). 
KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari 
pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas 
penempatannya saja, yaitu : semua perbuatan yang dilarang dan 
diancam pidana yang ditempatkan dalam Buku II merupakan 
“Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan di Buku III merupakan 
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“Pelanggaran”. Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan 
pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat 
tertentu.
22
 Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus 
dinyatakan dengan tegas apakah merupakan kejahatan atau 
pelanggaran. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak 
pidana senantiasa merupakan suatu yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum 
yang disertai dengan sanksi pidana yang mana atauran tersebut 
ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi 
pidanannya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut. 
 
5. Penyertaan Dalam Tindak Pidana. 
Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan, yaitu : 
1. Para Pembuat (mededader) dalam Pasal 55 KUHP, adalah : 
a. Orang yang melakukan (Pembuat Pelaksana : pleger) 
Pleger adalah orang yang karena perbuatannyalah yang 
melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat 
pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.
23
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b. Orang yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh : 
doen pleger) 
Doen pleger adalah dia yang melakukan tindak pidana 
akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan 
perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, 
apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan 
atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak 
diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.
24
 
c. Orang yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta : mede 
pleger) 
Mede pleger adalah setiap orang yang sengaja berbuat 
dalam melakukan suatu tindak pidana.
25
 
d. Orang yang sengaja menganjurkan (Uitlokker) 
Uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain 
untuk melakukan suatu tindak pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-
undang untuk melakukan kejahatan.
26
 
2. Pembuat pembantu (madeplichtigheid) 
a. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan 
itu dilakukan 
b. Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, 
ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
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6. Teori Pertanggungjawaban Korporasi 
Ada 3 macam teori pertanggungjawaban korporasi,yaitu : 
a. Teori Identifikasi 
Menurut teori ini korporasi dapat melakukan sejumlah delik 
secara langsung melalui orang-orang yang berhubunga erat dengan 
korporasi. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai 
pengganti dan maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tidak 
termasuk pertanggungjawaban pribadi. 
b. Teori Strick Liability  
Teori ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan 
.pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana apabila telah 
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah 
dirumuskan di dalam undang-undang tanpa perlu melihat lebih jauh 
sikap batin dari pelaku.
27
 
c. Teori Vicarious Liability 
Teori ini merupakan pertanggungjawaban berdasarkan 
hukum sesorang atas perbuatan salah yang diperbuat orang lain.       
Harus terdapat hubungan antara dua orang tersebut, yaitu hubungan 
antara atasan dengan bawahan atau hubungan majikan dengan 
buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan pekerja 
harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.
28
 Objek yang 
diatur di dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat 
tugas yang diberikan kepada majikannya, kepada perbuatan 
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tersebut dikenakan, kepada siapa yang pada umumnya melakukan, 
dan kepada siapa pada umumnya sanksi diberikan.
29
 Secara singkat 




C. KAJIAN UMUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA. 
1. Pengertian Penghinaan Agama.  
Penghinaan adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan 
dan nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal yang 
menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, 
melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, 
amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain.
31
 
Pada dasarnya tidak ada penjelasan mengenai pengertian dari 
penghinaan agama di KUHP, namun dari pengertian penghinaan diatas  
bisa disimpulkan bahwa penghinaan agama adalah penyerangan 
terhadap martabat kehormatan dan nama baik suatu agama yang 
menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, 
melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, 
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2. Jenis - Jenis Penghinaan Agama. 
Berdasarkan jenis-jenis penghinaan agama dapat dibagi menjadi 
4 jenis, yaitu :
32
 
b. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia. 
Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. 
c. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan 
tugasnya. 
Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 177 KUHP. 
d. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah. 
Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 177 angka 2 KUHP. 
e. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang 
digunakan beribadah.  
Penghinaan ini dirumuskan dalam Pasal 503 KUHP. 
   
3. Unsur-Unsur Penghinaan Agama. 
Ada beberapa jenis penghinaan terkait dengan agama, namun 
yang dijelaskan disini hanya penghinaan terhadap agama tertentu yang 
ada di Indonesia. Penghinaan agama tertentu yang ada di Indonesia 
diatur di dalam KUHP yaitu pasal 156 dan pasal 156a. 
Didalam pasal 156 KUHP menyatakan sebgai berikut :
33
 
“Barangsiapa di muka umum  menyatakan perasaan permusuhan, 
kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan 
rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.” 
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“Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti 
tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu 
atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, 
tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut 
hukum tata negara.” 
 
 Pasal 156 berisi dua alinea; alinea pertamalah yang merumuskan 
tentang kejahatan penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia 
tertentu. Sedangkan alinea kedua, memuat keterangan tentang siapa 




Kejahatan Pasal 156, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
35
 
 a.  Perbuatannya : 1) Menyatakan perasaan permusuhan 
    2) Menyatakan perasaan kebenciaan 
    3) Menyatakan perasaan penghinaan 
 b. Di muka umum. 
 c.  Obyeknya : terhadap golongan penduduk Indonesia. 
Selain Pasal 156 KUHP terdapat Pasal 156a yang ditambahkan 
kedalam KUHP melalui UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (LN 1965 




 “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun 
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 
perasaan atau melakukan perbuatan : 
a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 
                                                          
34




Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156a 
 
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama 
apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.” 
 




1. Kejahatan yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut : 
Unsur-unsur obyektif 
a. Perbuatannya :  1). Mengeluarkan perasaan 
 2). Melakukan perbuatan 
  Yang bersifat  - Permusuhan terhadap 
     - Penyalahgunaan terhadap 
     - Penodaan terhadap 
b. Obyeknya : suatu agama yang dianut di Indonesia. 
c. Di muka umum. 
 Unsur Subyektif 
d. Kesalahan : dengan sengaja   
 
2. Kejahatan Kedua, unsur-unsurnya adalah: 
a. Perbuatannya : 1) Mengeluarkan perasaan 
      2) Melakukan perbuatan 
b. Di muka umum. 
 Unsur Subyektif 
c. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama 
apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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D. KAJIAN UMUM TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 
ELEKTRONIK 
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik 
Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi elektronik telah diatur ketentuan-ketentuan 
mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan ITE. Dalam 
Undang-undang ITE telah dijelaskan mengenai pengertian dari 
Informasi elektonik dan transaksi elektronik, yaitu dalam Pasal 1 ayat 
(1) dan (2) yang dijelaskan sebagai berikut :
38
 
(1) “Informasi Elektronik adalah satu atau sekempulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange 
(EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, 
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
(2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 
media elektronik lainnya.” 
 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa 
pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Semua orang bisa 
menggunakan dan menikmati fasilitas yang diberikan dari pembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Namun dengan 
kemajuan teknologi ITE yang ada semakin banyak orang yang 
melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang 
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menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan 
negara.  
Tindak pidana di dalam ITE diatur dalam 9 Pasal, dari Pasal 27 
sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam 9 pasal tersebut 
dirumuskan 17 jenis tindak pidana ITE, yaitu : 
a. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1 
jo Pasal 45 ayat 1) 
b. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan / 
atau dokumen elektronik yang memuat perjudian (Pasal 27 
ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1) 
c. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan / atau pencemaran (Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 
45 ayat 1 ) 
d. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang 
memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman (Pasal 
27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 1 ) 
e. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi 
elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan 
rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 jo Pasal 45 ayat 2) 
 
f. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi 
elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti (Pasal 29 jo Pasal 45 ayat 3) 
g. Tindak pidana mengakses sitem elektronik milik orang lain 
secara melawan hukum (Pasal 30 jo Pasal 46) 
h. Tindak pidana intersepsi atau menyadapan informasi 
elektronik secara melawan hukum (Pasal 31 jo Pasal 47) 
i. Tindak pidana mengubah dll. Informasi elektronik secara 
melawan hukum (Pasal 32 jo Pasal 48) 
j. Tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara 
melawan hukum (Pasal 33 jo Pasal 49) 
k. Tindak pidana sengaja memproduksi dll. Perangkat komputer 
dan sandi lewat komputer secara melawan hukum (Pasal 34 
jo Pasal 50) 
l. Tindak pidana manipulasi dll. Informasi elektronik yang 
bertujuan agr informasi elektronik seolah-olah data yang 
otentik (Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1) 
m. Tindak pidana ITE diluar yuridiksi Indonesia terhadap sistem 
elektonik yang berada di Indonesia (Pasal 37 )  
Dari beberapa jenis-jenis tindak pidana ITE terdapat salah 
satunya bentuk tindak pidana ITE yang melarang stiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. 
 
 
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi 
Elektronik. 
Ada beberapa jenis tindak pidana terkait dengan Informasi dan 
Transaksi Elektonik, namun disini akan dijelaskan mengenai unsur-
unsur tindak pidana yang dengan sengaja menyebar informasi untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan 
penghinaan agama. 
Penghinaan agama yang dilakukan dengan media elektronik 
diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 




“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” 
 
Yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yang 
menjelaskan sebagai berikut :
40
 
“(2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
  Dari Pasal 28 ayat 2 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
1) Kesalahan: dengan sengaja 
2) Melawan hukum: tanpa hak 
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3) Perbuatan: menyebarkan 
4) Objek: informasi 
5) Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) 
 
E. KAJIAN UMUM TENTANG PENYIARAN 
1. Pengertian Tentang Penyiaran 
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa 
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 




2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penyiaran 
Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 
diatur tentang beberapa tindak pidana khusus terkait penyiaran. Salah 
satunya adalah tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 36 ayat (6), 
yang menjelaskan sebagai berikut :
42
 
“(6) Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan 
dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia 
Indonesia, atau merusak hubungan internasional.” 
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Yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 57 huruf e, yang 
menjelaskan sebagai berikut :
43
 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah) untuk penyiaran 
televisi, setiap orang yang:    
f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17     ayat (3) 
g. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18     ayat (2) 
h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30     ayat (1) 
i. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36      ayat (5)  
j. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36     ayat (6).” 
 
Penghinaan terhadap obyek nilai-nilai agama terdapat hubungan 
dengan penghinaan/penodaan agama menurut Pasal 156a KUHP. 
Bentuk penghinaan terhadap nilai agama menurut Pasal 36 ayat (6) 
Undang-Undang Penyiaran bisa dianggap sebagai bentuk lex specialis 
dari penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP. Letak sifat khususnya 
ialah pada cara menyampaikan objek / isi penghinaan. Menurut  
undang-undang penyiaran, obyek isi pesan atau rangkaian pesan 
disampaikan dengan melalui sarana pemancar dan/atau sarana 
transmisi yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh 
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3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penyiaran 
Unsur-unsur penghinaan yang terdapat dalam pasal 36 ayat (6) 
jo pasal 57 huruf e Undang-undang penyiaran yakni sebagai berikut : 
a. Perbuatan : siaran (menyiarkan) 
b. Objeknya : isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, 
melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat 
manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. 
Obyek tindak pidana ialah isi siaran. Sementara frasa/unsur yang 
memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-
nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan 
internasional adalah unsur keadaan yang menyertai objek. Kedua 
unsur itu dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Pada 
macam-macam unsur keadaaan yang menyertai objek isi siaran inilah 




F. KAJIAN UMUM TENTANG STAND UP COMEDY 
1. Sejarah  Tentang Stand Up Comedy 
Stand-up comedy is a comedy that generally is delivered by a 
solo performer speaking directly to the audience in some semblance of 
a spontaneous manner.
46
 Yang artinya stand up comedy adalah 
komedi yang pada umumnya disampaikan oleh individu dengan 
berbicara secara langsung kepada penonton dengan spontan. Stand 
up adalah berdiri, jadi Stand up comedy berarti mengkomedikan 
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materinya di saat berdiri. standup comedy itu sendiri dimulai sejak 
abad 18 di Eropa dan Amerika. Dalam sejarahnya perkembangan 
stand up comedy juga ditemui di berbagai benua. Terutama di 
Amerika Serikat, stand-up comedy sudah berlangsung sejak lama 
yaitu sejak abad ke-18 yang mana semakin berkembang di tahun 
1960-an, yang pada akhirnya berkembang pula di negara Indonesia 
ditandai dengan adanya berbagai komunitas stand up comedy yang 
dapat dijumpai hampir diseluruh kota. Dalam sejarahnya, stand up 
comedy sendiri telah ada di abad ke delapan belas di Eropa dan 
Amerika. Disana pelaku komedian ini biasa disebut dengan “stand up 
comic” atau secara singkat disebut dengan “comic”. Para “comic” ini 
biasanya memberikan beragam cerita humor, lelucon pendek, atau 
kritik-kritik berupa sindiran terhadap suatu hal yang sifatnya 
cenderung umum dengan berbagai sajian gerakan dan gaya. Beberapa 
comic bahkan menggunkan alat peraga untuk meningkatkan performa 
mereka diatas panggung.Stand up comedy biasanya dilakukan di cafe, 
bar, universitas, dan teater.
47
 
Dalam Stand Up Comedy, seorang comic harusnya memiliki 
konsep atau materi sebagai bahan lelucon. Dan tak mustahil jika 
terdapat lelucon yang berbau cabul, rasis dan vulgar di stand up 
comedy. Mereka membuat scriptdan catatan kecil  untuk 
mempermudah mereka dalam berkomedi. Seiring berjalannya waktu 
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komunitas-komunitas dan pertunjukan Stand Up Comedy menyebar 
keseluruh dunia termasuk Indonesia. 
 
2. Teknik Dasar Dalam Mempelajari Stand Up Comedy 
Menurut Ketua Stand Up Comedy Bandung Guzman Sige, ada 3 




a. Premis  
Adalah pokok bahasan yang ingin disampaikan kepada penonton. 
b. Set Up 
Adalah pengantar ke bagian yang lucu untuk menggiring asumsi 
penonton. 
c. Punchline  
Adalah suatu pernyataan yang ditujukan secara sengaja untuk 
mematahkan asumsi dalam Set Up.Punchline juga diartikan 
sebagai bagaian yang lucu dari sebuah bit, yang mana 
mengembalikan premis atau memberikan sesuatu yang 
mengejutkan sebagai penutup dari set up  atau premis . 
Selain 3 (tiga) teknik dasar tersebut, ada beberapa teknik-teknik 
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a. One Liner 
Merupakan teknik yang paling simpel didalam stand up comedy, 
tetapi selain simpel juga memerlukan pemikiran yang lebih keras 
daripada teknik lainnya. 
b. Rule of Three 
Adalah teknik penggunaan tiga kalimat, dua kalimat awal 
digunakan sebagai set up, satu kalimat terakhir digunakan sebagai 
punch line. 
c. Act Out 
Adalah menggunkaan gerakan sebagai pengganti kalimat, yang 
mana biasanya keberhaslan yang tinggi jika digunakan sebagai 
punch line. 
d. Call Back 
Adalah teknik yang menggunakan punch line pada bit-bit 
sebelumnya sebagai punch line pada bit sekarang. 
 
3. Perkembangan Stand Up Comedy Di Indonesia 
Stand up comedy di Indonesia masih tergolong baru, 
perkembangannya juga cukup lambat dibandingkan dengan negara 
lain. Dengan adanya beberapa stasiun televisi yang memiliki acara 
stand up comedy, membuat semakin banyaknya penggemar serta 
komika itu sendiri.  Materi stand up comedy banyak yang mengusung 
unsur SARA, terutama menyinggung perihal agama. Para komika 
 
menganggap materi tersebut sebagai sarana untuk mengungkapkan 
kegelisahan hampir setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.  
Stand up comedy merupakan bentuk dari seni komedi atau 
melawak yang disampaikan secara monolog kepada penonton.
50
 
Biasanya dilakukan secara live dan komedian akan melakukan one 
man show. Meskipun disebut stand up comedy, komedian tidak selalu 
berdiri dalam menyampaikan komedinya. Ada beberapa komedian 
yang duduk dengan menggunakan kursi seperti orang bercerita.
51
 
Dalam masalah penampilan, pertunjukan ini termasuk yang 
tidak terlalu susah mengaturnya. Para komedian bisa menggunakan 
pakaian apa saja dalam setiap melakukan pertunjukan. Namun tidak 
mudah untuk menjadi pelaku stand up comedy. Selain faktor harus 
bisa melucu, tekanan mental pasti juga ada dalam setiap penampilan. 
Jika lelucon yang diberikan tidak mengerti atau bahkan dianggap tidak 
lucu, para audiens tentu tidak akan tertawa dan yang lebih parah 
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